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3 Kabupaten Belum Berikan Rencana
Penyelesaian Laporan Keuangan

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Kalbar, Selasa (22/2) kemarin
bertempat di Holet Murcure JI Achmad
Yani Pontianak, menggelar sosialisasi
Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Gu-
bernur Kalbar Drs.Cornelis, MH dan
diikuti oleh Bupati Walikota se Kalbar,
para Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD
se Kalbar. Menurut Kepala BPK RI
Perwakilan Kalbar Ir.Adi Sudibyo,MM,
dua peraturan yang tengah disosia-
lisasikan tersebut merupakan kelanjutan
amanah Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945,
pasal 18 ayat (1).UU Nomor 15 Tahun
2004, dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15
Tahun 2006.

“Dari tahun 2004 sampai dengan se-
mester dua tahun 2010, BPK telah
melakukan pemantauan tindak lanjut
terhadap lima belas entitas yang ada di
Provinsi Kalbar,” ujar Adi ketika me-
nyampaikan sambutannya pada acara
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telah sesuai dengan tindak lanjut, 30 %
rekomendasi belum sesuai, serta 23 %
belum ditingakianjuti.

Lebih lanjut dikatakannya, BPK RI

pembukaan. Selama kurun waktu tersebut
katanya, terdapat 2144 temuan dan 4313
rekomendasi, dan dari 4313 rekomendasi
yang telah diberikan BPK RI, 47 % telah

akan melaksanakan pemeriksaan Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2010 pada
Minggu ke dua Maret 2011 dalam dua
tahapan, dan tahap satu diharapkan akan
selesai ASpril 2011 mendatang serta tahap
dua akan selesai pada Juni 2011.

“Saat ini ada tiga kabupaten yang belum
memberikan informasi rencana pe-
nyelesaian Laporan Keuangan, yakni
masing-masing Bengkayang, Sanggau dan
Landak,” ungkap Adi Sudibyo.

Dia juga mengimbau agar pemerintah
daerah di Kalbar untuk selalu mening-
katkan capaian opini hasil pemeriksaan.
Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi
Kalbar pada tahun lalu, dari opini dis-
claimer menjadi Wajar Dengan Penge-
cualian (WDP).

“Saya berharap, semoga opini Pe-
merintah Provinsi Kalbar dapat di-
tingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pe-
ngecualian (WTP), dan ini hendaknya
dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten
dan Kota se Kalbar,” pungkas Adi
Sudibyo. (jar) N
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